
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR xx/Pdt.G/2024/xxxxxx.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 

Dalam  tingkat  banding  telah  memeriksa,  mengadili  dan  memutus,  dengan

hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Tempat  dan  tanggal  lahir:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  bertempat  tinggal di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten

Pandeglang.,  dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Pandeglang,  Provinsi  Banten,  berdasarkan  surat  Kuasa  khusus

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  yang telah didaftar  dalam

Register  Kuasa  Nomor  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tanggal  28

Oktober  2024,  dahulu  sebagai  Tergugat  sekarang  sebagai

Pembanding;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  NIK:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Tempat dan tanggal lahir: Lebak, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Lebak, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Rangkasbitung Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,  tanggal  14  Oktober

2024 Masehi,  bertepatan dengan  tanggal   11  Rabi’ul  Akhir  1446  Hijriyah, dengan

mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
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2. Menjatuhkan  talak satu  ba’in  sugra Tergugat  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Menghukum Penggugat  dan Tergugat  untuk mentaati  hasil  kesepakatan mediasi

tertanggal 7 Oktober 2024;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sampai  dengan  putusan  ini

dijatuhkan sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah); 

Bahwa terhadap putusan tersebut,  Tergugat untuk selanjutnya disebut

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober

2024,  sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28

Oktober 2024; 

Bahwa  Permohonan  banding  tersebut  telah  diberitahukan  kepada

Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 Nopember

2024;

Bahwa  Pembanding  tidak  mengajukan  memori  banding  berdasarkan

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxx., pada tanggal 12 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding tidak  mengajukan jawaban/Kontra memori  banding

berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Nomor  xxxxPdt.G/2024/xxxxxx.,  pada  tanggal 12

Nopember 2024;

Bahwa  Pembanding  telah  diberitahu  untuk  melakukan  inzage

(memeriksa berkas) pada tanggal 19 Nopember 2024; 

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage (memeriksa

berkas) pada tanggal 15 Nopember 2024; 

Bahwa  pihak  Pembanding  dan  Terbanding  tidak  melakukan  untuk

pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa  permohonan  banding  tersebut  telah  didaftar  di kepaniteraan

Pengadilan  Tinggi  Agama Banten  pada  tanggal  03  Desember  2024 dengan

Nomor xx /Pdt.G/2024/xxxxxxxx.;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28

Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang diucapkan

pada tanggal 14 Oktober 2024 Terbanding hadir dalam persidangan dan diluar

hadirnya  Pembanding  sesuai  Surat  Pemberitahuan  Isi  Putusan  tanggal  16

Oktober 2024,  dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam

tenggat  masa  banding  yang  diajukan  pada  hari  ke  12  kalender  dengan

demikian  maka sesuai  dengan Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  20

Tahun  1947,  tentang  Peradilan  Ulangan  di  Jawa  dan  Madura  jo  Pasal  61

Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  Pasal  194

HIR., Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding dapat diterima; 

Menimbang, bahwa  Pembanding dalam mengajukan  perkara  banding

telah  memberikan  kuasa  kepada  kuasa  hukumnya  bernama  xxxxxxxxxxxxx,

dan  kawan, Advokat/Pengacara  yang  berkantor  di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Kabupaten  Pandeglang,  Provinsi

Banten,  berdasarkan  surat  Kuasa  khusus  Nomor  014/SKK/SBR/X/2024,

tanggal 18 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

xxxxxx/K/2024, tanggal 28 Oktober 2024,; 

Menimbang, bahwa  setelah  Pengadilan  Tinggi  Agama  xxxxxxx

memeriksa  Surat  Kuasa  Khusus  Pembanding  tersebut  ternyata  telah  dibuat

sesuai  dengan  ketentuan  serta  syarat-syarat  sebagai  Surat  Kuasa  Khusus

sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun

1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut tel

ah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  Tingkat  Banding  sebagai

pengadilan  ulangan  (judex  factie)  terlebih  dahulu  memeriksa  syarat  formil

pengajuan upaya hukum banding bahwa Pembanding, yang telah berperkara di

Pengadilan Agama xxxxxxx sebagai suami isteri,  dalam hal ini adalah orang-

orang yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan hukum dalam

perkara ini,  bahwa Pembanding adalah orang yang tepat (persona standi in

judicio) mengajukan permohonan banding  a quo dan dinilai  mempunyai  legal

standing;
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Dalam Tahap Perdamaian:

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  untuk  merukunkan  kedua

belah pihak telah dilakukan secara optimal, baik oleh  Majelis   Hakim setiap

persidangan,  maupun  melalui   proses   mediasi oleh Mediator yang ditunjuk

dan  berdasarkan  laporan  mediator

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., tanggal  07  Oktober  2024,

upaya  damai  tersebut  dalam hal  perceraian  tidak  berhasil,  namun  berhasil

sebagaian mengenai hak asuh anak dibawah pengasuhan Penggugat (ibunya).

Oleh karena itu  Majelis Hakim Tingkat  Banding berpendapat  bahwa  upaya

perdamaian tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (2)

Undang-  Undang Nomor  7 Tahun   1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.  Pasal

154 ayat  (1) dan Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia (PERMA)

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  dengan

demikian proses pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  mediasi  pihak  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  kesepakatan pada tanggal  07 Oktober  2024 mengenai  hak

asuh anak berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan

memberi  akses  kepada  Tergugat  sebagai  ayahnya,  hal  ini  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 29 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang,  bahwa  kesempatan  antara  Pembanding  dengan

Terbanding dalam proses mediasi dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan

dan  perjanjian  kesepakatan  mengikat  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  1851  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan  dan  pendapat  Pengadilan  Agama  xxxxxxxxxxxxxxx  tentang

terjadinya  kesepakatan  hak  pengasuhan  anak  tersebut  dan  oleh  karenanya

pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam

putusan tingkat banding a quo;
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          Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

kurang sependapat dengan mencantumka kesepakatan dalam amar sehingga

amar  Pengadilan  Agama  xxxxxxxxxxxxxxxxx  harus  diperbaiki  dengan

pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  meskipun  terjadi  kesepakatan  dalam  proses

Mediasi tentang hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu

kandungnya  akan  tetapi  untuk  memudahkan  eksekusi  dan  juga  kejelasan

posisinya,  Majelis  Banding  sepakat  untuk  menuangkan  hak  pengasuahan

tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat /Terbanding tidak memberikan

hak  seluas  luasnya  atau  menghalang-halangi  Tergugat/Pembanding  atau

Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Tergugat /Pembanding

selaku  ayahnya  untuk  menemui  anaknya  tersebut,  maka Tergugat

/Pembanding mempunyai  alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak

hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 

2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C 

angka 4 maka dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang

hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak 

hadlanah  untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Pengadilan

Tinggi  Agama  xxxxxx  akan  memperbaiki  amar  putusan  Pengadilan  Agama

xxxxxxxxxxx menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

xxxxxxxxxx akan memeriksa dan mempertimbangkan materi perkara;

Tentang Perceraian:

           Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama

berkas  perkara  banding  tersebut,  berikut  salinan  resmi  Putusan  Pengadilan

Agama xxxxxxxxxx  Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxxx., tanggal 14 Oktober

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, Berita

Acara  Sidang,  dengan  segala  pertimbangan  hukum  yang  telah  diuraikan
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didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx memberikan pertimbangan

sebagai berikut :

            Menimbang, bahwa Terbanding yang pada pokoknya mendalilkan

Pembanding dengan Terbanding menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai

seorang  anak  yang bernama Ratu Fitri Mulyadi binti Dede Mulyadi lahir pada

tanggal 29 Agustus 2011,  dan dalam membina rumah tangga  awalnya rukun

kemudian mulai tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus  yang  disebabkan  Pembanding  pernah  melakukan  KDRT terhadap

Terbanding dan Pembanding tidak memberikan nafkah lahir batin sejak akhir

tahun 2023, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023 hingga sekarang

sudah  1  tahun  6  bulan  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat/Pembanding  pergi

meninggalkan  Terbanding  sejak  itu  Pembanding  tidak  melaksanakan

kewajibanya;

           Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan jawaban karena

setelah mediasi tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil

untuk  datang  menghadap  di  dalam  persidangan  dengan  tidak  mengajukan

jawaban lagi  maka pihak Pembanding tidak mengajukan bantahan terhadap

dalil-dalil Terbanding; 

            Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Terbanding tidak dibantah oleh

Pembanding  namun  demikian  pihak  Terbanding  tetap  dibebani  untuk

mengajukan bukti-bukti dan Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan

P.2 dan bukti dua orang saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang

pada pokoknya menerangkan Pembanding dan Terbanding suami  isteri  dan

telah  dikaruniai  seorang anak namun sejak  tahun 2022 mulai  sering  terjadi

pertengkaran dan saksi melihat dan mendengar sendiri kejadianya disebabkan

saling menuduh selingkuh dan Pembanding tidak memberi nafkah karena tidak

bekerja Pembanding suka main judi online dengan memakai uang Terbanding

sekarang  sudah  pisah  tempat  tinggal  hingga  sekarang  sudah  satu  tahun

setengah  dan  sejak  berpisah  Pembanding  sudah  tidak  melaksanakan

jewajibannya  lagi,  saksi  kedua  yang  bernama  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  yang

pada pokoknya menerangkan Pembanding dengan Terbanding awalnya hidup

rukun  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama Ratu  Fitri  Mulyadi,
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manun  sejak  tahun  2022  sering  terjadi  pertengkaran  yang  berakibat  pisah

tempat tinggal Pembanding pergi  meninggalkan Terbanding hingga sekarang

sudah satu tahun enam bulan disebabkan Pembanding tidak bekerja sehingga

tidak bisa memberi nafkah dan Pembanding suka judi online dan sejak berpisah

tempat tinggal Pembanding tidak menjalankan kewajibanya lagi;

               Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dan P.2 yang merupakan bukti

outentik  telah  dipertimbangkan dengan  tepat  dan  benar  oleh  Majelis  Hakim

Tingkat  Pertama  oleh  karena  itu  diambil  alih  sebagai  pertimbangan  dan

pendapat sendiri dalam tingkat banding;

              Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding

saling sesuaian dan menguatkan dalil-dalil  gugatan Terbanding hal ini sesuai

dengan ketentuan maksud Pasal 171 HIR, dan saksi yang dihadirkan dalam

persidangan keluarga dekat dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah

belah pihak keluarga dekat atau orang-orang dekatnya, maka ketentuan Pasal

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi; 

            Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara

limitative  dan jelas sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 Kompilasi  Hukum Islam dan

Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2023,

tantang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan

Hukum Kamar Agama, menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka

1 huruf  b  dalam  Surat  Edaran Mahkamah Agung R.I.  Nomor 1 tahun 2022

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dapat dikabulkan jika terbukti  suami/isteri  berselisih dan bertengkar

terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal  selama minimal  6  (enam)

bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
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harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  diikuti  dengan  telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta

hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

            Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka

gugatan  Penggugat/Terbanding  telah  terbukti  adanya  pertengkaran  dan

perselisihan yang terus menerus sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas

sehingga  pertimbangan  dalam Tingkat  Pertama dalam hal  perceraian  dapat

dipertahankan, oleh karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding harus kabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Pengadilan

Tinggi Agama xxxxxxxx akan memperbaiki  amar putusan Pengadilan Agama

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat

dan  biaya  pada  tingkat  banding  dibebankan  kepada  Pembanding  yang

jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang

Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Paradilan Ulangan

dan  peraturan  perundang-undangan  lain  serta  hukum  Islam  yang  berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan  putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxxx  Nomor

xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxxx., tanggal  14 Oktober 2024, Masehi bertepatan

dengan  tanggal  11  Rabi’ul  Akhir  1446 Hijriyah,  dengan perbaikan amar

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
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2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat   (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  anak  perempuan  yang  lahir  pada

tanggal  29  Agustus  2011,  dibawah  pemeliharaan  Penggugat  dengan

kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan

anak tersebut;

4.  Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara  ini

dalam tingkat  pertama sejumlah Rp1.595.000,00 (Satu juta  lima ratus

sembilan puluh lima ribu rupiah);  

lll.  Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi  Agama  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  pada  hari  Rabu  tanggal  18

Desember  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  16  Jumadil  Akhir  1446

Hijriah  oleh  kami    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,  sebagai  Ketua  Majelis  serta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  dan  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,  masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

xxxx/Pdt.G/2024/xxxxxxxx.,  tanggal  03  Desember  2024,  Putusan  tersebut

diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, demikian

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut  didampingi  oleh para Hakim Anggota

dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota Hakim Ketua

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Panitera Pengganti
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rincian biaya
1. Administrasi Rp 130.000,00
2. Redaksi Rp   10.000,00
3. Meterai Rp   10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
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